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BUPATI KONAWE UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR: §'1 TAHUN 2016

TENTANG
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU

KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KONAWE UTARA
bahwa untuk memenuhi Sarana dan Prasarana pelayanan publik bidang
pandidikan di Kabupaten Konawe Utara periu dilakukan psndirian unit
sekolah yang baru.
bahwa pendirian unit sekolah baru tersebut dilakukan dalam rangka
meningkatkan pemerataan memperoleh kesempatan belajar pada
semua Jenjang serta untuk meningkatkan mutu pelayanan publik bidang
pendidikan di Kabupaten Konawe Utara;
bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b diatas periu
ditetapkan dangan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Naslonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomaor 78;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
{Lambaran WNegara Republlk Indonesia Tahun 2005 MNomor 15T,
Tambahan Legnbaran Negara Republik Indonesla Nomor 4588);
Undaﬁg-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Monawe Utara di Provinsl Sulawesi Tenggara {(Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5.3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389}

Undang-Undang Republlk Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Badan Bukum Pendidikan. 5 X
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
{Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1990 Nomor ,;iﬁ,
Tambahan Lembaran MNegara Rapubilk Indonesia Nomor 3412)
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14,

i5.
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412),
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemar
41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Paraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Paraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomaor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741y,

. Peraturan Pamerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

(Lembaran MNegara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor B0,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indenesia Nomor 4883);
Peraturan Pemarintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Paraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidlkan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5105);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157),

Instruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Waljib
Eelajar Pendidikan Dasar,
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parmendinas Republlk Indonesia Nomor 189 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan;

Parmendiknas Republlk Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Standar Sarana Prasarana Pendidikan:

Permendinas Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
Parmendikbud Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di
Kahupaten/Kota:

MEMUTUSKAN -

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENDIRIAN UNIT
SEKOLAH BARU

Nama dan Lokasl Pendirian unit sekolah baru pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara sebagaimana terlampir

dalam Lamplran Surat Keputusan ini.

Biaya pendirlan unit sekolah baru dimaksud dibebankan pada APBN
Tahun Anggaran 2016.

Keputusan Ini mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apablla terdapat kekeliruan didalamnya akan dladakan perbaikan

sehagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu

Kaotua DPRD Kabupaten Konawe Utara dl Wenggudu;

Kementerian Pendldikan den Kebudayaan Republlk Indonesia di Jakarts;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsl Sulawesl Tenggara dl Kendarl;
Kepala Dinas Pendldikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawa LHara dl Wanggudu;
Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;

Kapala PPKAD Kabupaten Korawe Utara dl Wanggudu;

Partinggal.
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} | Pendirian Unit Sekolah Baru SMPN 3

Lampiran : SK, Bupati Konawe Utara

Nomor Gl

Tanggal 'y = 3 = 2016
TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

|
Nama sekolah/|enjang Lokasi | Kecamatan

Ds. Culambatu | Wiwirano

Wiwlrano
Pendirian Unit Sekalah Baru SMPN Satu | Ds. Padalere .
[ Wiwlirano

| Atap 2 Padalere Utama Litama
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